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ABSTRAK

Bank merupakan suatu lembaga kevangan vang sangat dibutubkan dalam
perckonomian saat ini. Dalam melakukan kepiaan usabanya Bank akan terfibat
interaksi yang sangat intensif dengan Nasabah sehingea sangat besar kemungkinan
untuk tejadi sengketa antara Bank dengar Nasabahnya, Dalam hal terjadinya sengketa
antara Bank dengan Nasabah, pihak MNasabah sering sckali menjadi pikak vang
dirugikan pada saat penyelesalan sengketa terutama sekali Nasshah kecil, Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai suatu lembaga vang dibentuk dengan tugas
utama untuk melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan
dibarapkan dapat memberikan penvelesaian sengketa yang adil kepada Masabah
dalam menyelesaikan senpgketr dengan Bank, Adapun vang menjadi permasalahan
vang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana proseder dan tata cars
mengajukan perkara konsumen kepada Badan Penyelessian Sengketa Konsumen
Kaota Padang, bagaimana proses penyvelesaian perkara Nomor 22/P3Khanggal 29 Juli
28 pada Badan Penyelesaian Scngketa Konsumen Kota Padang, dan apa
pertimbangan hukum dari putusan yang ditetapkan oleh Radan Penyelesaian Senypketa
Konsumen Kota Padang pada perkara Nomor F2P3R tanggal 29 Juli 2008, Metade
veng digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah wuridis sosiologis vang bersifat
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah stodi dokumen dan
wawancars dan data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dar hasil
penelitian yang penulis lakukan pada Badan Penvelesaian Sengkets Konsumen Kota
Padang dapat diketahui bshwa badan Penyelesajan Sengketa Konsumen yang
dibentuk  oleh pemerintah  untuk  menvelesaiakan sengketa  konsumen  diluar
pengadilan dengan cara medizsi, konsoliasi, ataw arbitrase. setiap konsumen vang
merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka ia berhak untuk melakukan pengaduan
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimanapun ia berada. Perkara
Momor  IZPIK/BPSK-PDGAXIZ008  merupakan  salah  satu contoh sengheta
kensumen yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Padang, vang mana dalam kases ini Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
menetapkan putusan diluar hadimya tergupat. Majelis BPSK Ying memimpin
Jalannya proses penvelesaian sengketa Arbitrase menetapkan putusan tanpa hadimya
Tergugat, dengan didasari oleh berbagai pertimbangan hukum vang salah satunya
adalab ketentuen yang terdapat dalam pasal 36 keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor I5MPPRep/12/2001  Tentang
Pelzksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penvelesaian Sengketa Konsumen, vang
Tana pulusan kersebut mengabulkan gugatan penggupat,



BARI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Pada perckonomian saat ini. Bank merupakan safah sato lembaga kevangan
veng sangat dibutuhkan dan punya peranan yang besar dalam perkembangan
perckonomian nasional. Bank merupakan perantara bagi pihak vang mempunysi
kelebihan dana (swrpfuy af funds) dengan pihak vane kekurangan atau memerlukan
dana (fack of finds)'. Dengan demikian bank akan hergersk dibidang perkreditan
dengan menghimpun dana dari masyarakat vang mempunyai kelehihan dana dalam
hentuk simpenan dan menyvalurkannva kepada masvarakat yang membutuhkan dana
dalam hentuk kredit serta memberikan jasa lainnva dalam hal pembiayaan dan
melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sckior perekonomian.

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan
masvarakat, Dengan demikian guna tetap mengekalken kepereavaan masyarakat
lerhaulap bank. pemerintah hares berusaha melindungi masyarakat dari tindakan
lembaga, ataupun oknumnya vang tidak bertanpoung jawah, dan merusak sendi
kepercavaan masyvarakat, Bila sustu saat terjadi kelunturan kepercayaan masyarakat
lerhadap bank. maka hal ity merupakan suatu bencana perekonomian Megara, vang
sanpat sulit untuk dipulihkan kembali”

Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan, antars bank dan nasabah

Mluhasmad Dpembhana, 1996, et Perbonban &F Tndonesia, Citra Aditya Bakn, Bandung, halix
* i#id hal. 167



terdapat hubungan yang sangat intensif. dimana bank dalam melakukan kegiatan
uszhanya baik schagai penghimpun dana dari masyarakat atau sebagai penvalur dung
kepada masyarakat yang membutuhkan dana aken selalu berhubungan dengan
nasabah, Sehingga sangat besar kemungkinan uniuk timbulnyva sengketa antara
nasabah dengan bank dimana nasabah terkadang mengalami kerugian Gnansial dalam
menggunakan jasa-jasa di bidang kevangan vang disediskan oleh bank. Hal ini sering
sekali menimbulkan sengketa antara bank dengan nusabab vang pada gilirannya nant
dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak apabila tidak diselesaikan
dengan baik. serta akan mempengaruhi kepercavasn masvarakat terhadap lembaga
perbankan.

(Heh karcna o pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-
undangan untuk mencegah terjadinva sengkels sntera nasabah dengan bank dan
mengantisipasi terjadinya sengketa yang berlarut-larut antara nasabah denpan bank
serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank, Pemerintah juga telah menunjuk
Bank Indonesia schagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia untuk mengawasi
bank-bank vang ada di Indonesia agar melaksanakan peraturan-peraturan perundang-
undangan vang berlaku, Sebagai lembaga pengawas perbankan i Indencsia, maka
Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi, dan
menjamin agar nasabah tidak mengalami kerogion akibat tindakan bank vang salah.
Uilch karena itu, pengawasan yang efektif. dan buik, merupakan langkah preventif

dalam membendung, atau setidak-tidaknya mengurangi kases kerugian nasabah



karena tindakan bank, atau lermbaps kevangan lainnva vang melawan hukum.’

Mamun dalam prakicknya, masih saja terjadi sengketa antara nasabah dengan
bank, dan yang lebib mengkhawatirkan lagi nasabah bank khususnya nasabah kecil
selalu saja berada dipihak yang dirugiken bila berhadapan dengan bank,” Schingea
dibutuhkan  peraturan perundang-undangan  yang  dapal  menjamin  terciptanya
kedudukan vang sama kwal anlara nasabah dengan bank, terutama sekali apahila
terjadi sengketa antara nasabab dengan bank,

Pemermtah dalam hal ini telah membentuk Undang-Undang Nomeor § Tabun
1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen, denpan  tejuan <apat  menciptakan
kcr;e'lmhang,an antara hak dan kewajiban hﬂg! konsumen Jdan pelake usaha, dan
menciptakan kedudukan vang sama kuat antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-
undang No. 8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini juga memberikan
pertindungan yang lebih kuat kepads konsumen misalnya dengan menerapkan prinsip
praduga lalai‘bersalah fpreswmpiion of negligence). Peinsip ini mengajarkan bahwa
apabila produsen tidak lalai maka Konsumen pasti tidak rugi, Dengan kata lain jika
sonsumen menderita kerupion maka pihak produsen pastilah Ialai, Nasabah bank
schagal pengguna jasa bank juga dikateporikan sebagai konsumen oleh Undang-
Undang No. 8 Tabun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen schingga  turut
dilindungi oleh Undang-Undang tersebur.”

Undang-Undang MNo. 8 Tahun 1999 Teptang Perlindungan Konsumen juga

" suhimd Cjumbiana, BLU Porbomkan Tiduk Mengarar Peeliodumn ol Nasabah, Suara
smbangan, 28 November 19991, hal 2dan 11,
*hiprulsitompul. Ales word press.com 2000 0 nasabah-adolah-rajo_pilar.pdf
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mengamanatkan kepada pemenntsh untuk membentuk 3 (Hga) badan atau lembaga

vang bertujuan unuk membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan-peraturan

vang terdapat dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tersebut,  dan

mengupayakan terwujudnva perfindungan  konsumen schagaimana dicita-citakan

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Adapun ketiga badan atau

lembapa tersebut vaitu:

Badan Perlindungan Konsumen Masional. badan ini berkedudukan di Ihu Kata
Megara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Radan
Perlindungan Konsumen MNasional mempunyai fungsi untuk memberikan saran
dan pertimbangan kepada dalam upays mengembangkan Perlindungan Konsumen
di Indenesia.
lLembaga Perlindungan Konsumen Swadava Masyvarakat, merupakan Lembags
swadava  Masvarakat  (LSM) vang  bergerak  dalam  bidang  perlindungan
konsumen vang dizkui oleh permerintah dan diberi kesempatan oleh Pemerintah
untuk berperan aktit' dalam mewujudkan perlindungan konsumen,
Badan Menyelesaian Sengketa Konsumen. merupakan badan vang dibentk oleh
pemeriniah yang  mempunyal tugas utama untuk menvelessikan  sengketa
konsumen diluar pengadilan dengan cara melalui mediasi atan konsiliasi atau
arhitrase.

ralam penulisan skripsi ini penulis lebil menitik beratkan  pembahasan
neenai Badan Penyelesaian Sengheta Kensumen (BPSK) Schab lembaga ini

wapkan  dapat  menjadi lembaga penyelesaian  sengkets  konsumen  diluar



pengadilan yang dapat menciplaksn kedudukan vang sama kuat antara kansuman dan
pelaku usaha dalam menyelesaikan suatg sengketa konsumen,

kehadiran Badan Penvelessian Sengketa Konsumen (BPFSK) vang dibentuk
pemerintah ini, semestinya bisa menjadi bagian dari upaya perlindungan hukum bagi
romsumen vang lemah, ketika hersengheta dengan pelsku usaha vang lebih kua
(terutama bila pelaku usaha terschut telah berwujud sebapai korporasi vang berskala
nasional maupun mullinasionaltransnasional).” Sehingga BPSK diharapkan dapat
mengatasi keadasn nasabah bank yang sering sekali berada diposisi vang lemah
apabila berhadapan dengan pibak bank dalam penyvelesaian sengketa.

Mamun dalam prakieknya, BPSK terkadang masib belum dapat menjalankan
fungsinya secara optimal, dimana masih hanyak kita temui anikel-artikel dari
Perbagai pihak yang masih meragukan  Kineds BPSK baik  dalam  rangka
menvelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan maupun dalam mewujudkan
perlindungan kansumen,

Bertitik telak den wraian-uraian diatas, penulis merasa tertarik meneliti
nagdimana proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. uniuk menpetahui
apakah BPSK mampu mengimplementasikan  peraturan-peraturan yang  terdapat
fzlam Undang-Undang Perlindungan Konsumen uniuk menciptakan keseimbangan
antara hak dan Kewajiban bapi konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan
perlindungan hukum hagi kensumen khususnya nasabah bank vang sering sckali
rerada diposisi vang lebih lemah apabila bersengketa dengan pihak bank. Penelitian

AL selanjutnya akan penulis rangkum dalam bentuk skripsi dengan judul:

htipsAwoarw_hukumonline.comydetailaspMid=2026878& ¢l -Kalom
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BAB IV

PENUTUFP

A, Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadop permasalahan-permasalaban

ving dibahas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1.

-2

Lad

Badan Penyelesaian Sengheta Konsumen vang dibentuk oleh pemerintah unuk
menyelesaiukan sengheta konsumen diluar pengadilan mempunyai Wewenang
untukl menyvelessian sengketa Konsumen denpan cara melalui mediasi. konsoliasi,
atau arbitrase, Setiap konsumen vang merasa dirugikan ofeh pelake usaha maka i
berhak untuk melakukan pengaduan kepada Badan  Penvelesaian Senpketa
Konsumen dimanapun ia berada.

Pekara Nomor 22PIR/BPSK-PDGXI2008  merupakan  salah satw  contoh
sengketa konsumen yang diselesaikan melalui Badan Penvelessian Senpketa
Ronsumen Kola Padang, vang mana dalam kasus ini Majelis Badan Penyvelesaizn
Sengketa Konsumen menetapkan putusan diluae hadimya ergugat.

Majelis BPSK yang memimpin jalannya proses penyelesuian sengketa Arhitrase
menctaphan putusan anpa badirmya Tergugat, dengan didasari aleh berhagyi
pertimbangan hukum yang salah satunya adalah ketentuan yang terdapat dalam
pasal 36 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor  330MPPRep/1 22000 Temang  Pelaksanasn Tugas dan Wewenang
Badun  Penyelesaian  Sengketa Konsumen.  yang mana  putusan  tersehit

mengabulkan pugatan penggugat.
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